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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 42 TAHUN 2008 

TENTANG 

MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN 

BUPATT JEPARA 

a bahwa dalam rangka upaya ketahanan pangan dan untuk 
mencapai produksi pertanian yang optimal di Kabupaten 
Jepara, perlu didukung adanya penyediaan sarana 
penunjang khususnya pupuk yang selalu ada dan terjamin 
ketersediaanya dengan harga yang murah dan ter)angiau 
oleh petani 

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan harga yang wajar 
pupuk dtingkat petani, perenintah dipadang perlu untuk 
mengatur mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairmana dimnaksud 
huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme 
Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerat-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tertang Sister 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 

42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 12 
Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomgr 3821) 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambatan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4389) 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang 
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemenintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pementahan Dae""__unang-udng (tmoaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4548) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Perindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3586) 

7Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4079) 

8. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan, 

9. Keputusan Menteni Perindustrian dan Perdagangan Nomot 

634/ MPPI/Kep/92002 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar, 

10.Keputusan Menteni Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER2/ 
2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
untuk Sektor Pertanian 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI 
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1 Kabupaten adalah Kabupaten Jepara 

2 Bupati adalah Bupati Jepara 

3 Dinas Kabupaten adlah Dinas Industni Perdagangan Koperasi dan / atau 
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara 
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5. Kecarmatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara 

6. Camat adalah Carat di Kabupaten Jepara, 

7 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan 
unsur hara bagr keperluan tanaman secara langsung atau tidal langsung 

8 Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan peryalurannya 
ditataniagakan dengan Marga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di 
tingkat pengecer resmi, 

9. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan olet 
Menteni Pertanian untuk penjualan tunai pupuk Urea, SP.-36, ZA, dalamn 
kemasan 50 kg, dan NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg oleh pengecer 
resmi di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani yang anggotaya 
mempunyai hak membeli pupuk bersubsidi 

10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan di 
lahan milik sendini atau pen9garap, untuk budidaya tanaman pangan atau 
hortkultura, 

1f Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan 
lahan milik sendini atau penggarap, untuk buddaya tanaman perkebunan 
ralyat 

12. Sektor Pertanian adalah sekor yang berkatan dengan budidaya tanaman 
pagan, hortikultura, perkebunan 

13 Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea NPK. ZA dan 
atau SP-36 di dalam negerr; 

14 Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk olet produsen 
pupuk untuk melakukan pemnbelian, penyimnpanan, penjualan serta 
perasaran pupuk bersubsidi dalamn partai besar untuk dijual kepada 
pengecer resmi; 

15. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang diturjuk olet 
distributor untuk melakukan perjualan pupuk bersubsidi secara langsung 
hanya kepada konsumen akhir petani, 

16. Lini Ill adalah lokasi gudang Produsen dan/atau distributor di wilayah 
Kabupaten yang ditunjuk atau dtetapkan oleh Produsen; 

17 Liri IV adalah lokasi gudang Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa 
yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor, 

18. Kelompok tani adalah kurpulan petani yang mempunyai kesamaan 
kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasara 
meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalan 
mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamnparan atau 
kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, 
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19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanyutnya disingiat [RDKK) 
adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsid yang susun 
kelompok berdasarkan rekomendasi permupuian benimnbang spesfi loiasi 
untuk tanamnan pangan atau standar teknis untuk sektor tanarnan pagan 
yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternal. perbudidaya ikan atau 
udang 

20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingiat (KP3) 
adalah wadah koordiasi instansi terkait dalamn pengawasan pupuk dan 
pestisida yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dan olet Carat 
untuk tingkat Kecamatan, 

BAB II 

PUPUK BERSUBSIDl 

Pasal 2 

(1) Jenis pupuk bersubsidi adalah pupuk yang jenis-jenisnya ditetapkan 
pererintah yang diadakan oleh produsen 

(2) Produsen dan pengecer resmi bertanggung jawab dan wajb menyalurk.an 
serta menjamin keterse diaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani 

(3) Pengecer resmi dalam menjual pupuk bersubsidi harus sesuai dengan +targa 

Eceren Tertinggi ( HET) yang ditetapkan oleh pemerintah 

Pasal 3 

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteni Perdagangan Nomor 03/MM. 
DAG/PER/2/2006 tentang engadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untu 
Sektor Pertanian 

BAB Ill 

TANGGUNG JAW PRODUSEN DISTRIBUTOR DAN PENGECER 

Pasal 5 

(1) Tanggung Jawab dan wajiban Produsen 

a Produsen menetap 

pupuk bersubsidi t 

Perjanjian Jual Bel 

Produsen wapb met 

prosedur penebu 
pen gata an  dan  per 

c nwab m 
tan9gung yawabnya 

wilaryah tanggung jarwab pengadaan dan penyaluran 
g-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat 

·J8/Kontrak 

min kelancaran arus barang melalui peryederhanaan 
pupuk dalam rangia mendukung kelancaran 

ran pupuk bersubsidi 

darn/atau menguasai gudang di Lini Ill pada wlayah 



d Dalam hal produse 
dapat melayari D 
sepanyang men 
pendistnibusiannya 
kabupaten lokasi 

e Produsen yang me 
wilaryah Kabupate 
gudang Lini l sebv 

f Produsen wajib n 

Kabupaten yang n 

g. Produsen wajib r 
melalui SMS Ce! 
penyaluran, sela. 
bentuk laporan set 

(2) Tanggung jawab dan+ 

a Distributor wajib 
bersubsidi sesua 

prinsip 6 tepat y. 
mulai dani Limi Ills 

b. Distributor wajib 
jawabnya kepada 
Komisi Peng.awas 

c. Dalam ha tidak 
pengecer atau n 

menjadi tanggung 

d. Distributor wajbr 
dani distributor ke 
lambat 24 jam 
laporan tertulis ¢ 

Lampiran Il Peral 

(4) Tanggung jawab dar 

a Pengecer wajib 
bersubsidi sesua 
prinsip 6 tepat 
tepat waktu dan l 
tani 

b. Pengecer resmi t 

(satu) Distributor 

¢. Pengecer resmi 
tingkat desa key 
jawabnya 

d. Pengecer wajbr 
(stock point) di d 

velum merihiki gudang di Lini Ill pada Kabupaten 
utornya danr gudang di Lini Ill Kabupaten terde#at 

kapasitas dan mempunyai kernamnpuan 
selanyutnya harus merpunyai gudang sendini di 

hkerjanya 

nyai lokasi pabnik atau gudang di Lini Il berada di 
menjadi tanggung jawabrya dapat menetapan 
dang Lini il 

npaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayat 
tanggung jawabnya kepada Bupati 

kan setiap transaksi penyaluran pupuk bersubside 
ngawasan pupuk. paling lamnbat 24 jam setelat 

ditindaklanjuti dengan laporan tertuhis dengan 
ana tercanturm dalam Larnpiran 1Peraturan ini 

ban Distributor 

sanakan pengadaan dan penyaluran pupul 
an yang ditetaplan olen Produsen berdasank.an 

at jenis. jumlah. harga, terpat, waktu dan mutu 
tengan Limi IV pada wlayah tanggung jawabnya 

ampaikan daftar pengecer di wilayah tang9ung 
sen yang menunjuknya dengan tembusan kepada 
dan Pestisida Kabupaten dan Dinas Kabupaten 

nya pengecer resmi , di stributor  wajib menunyul 
pos penijualan pupuk bersubsidi di wilayat yang 
ya, sampai ke tingkat desa 

an setap transaksi pernyaluran pupuk bersubs+d 
er melalui SMS Center pengawasan pupuk. paling 

penyaluran, selanjutnya ditindaklanjuti dengan 
bentuk laporan sebagaimnana tercanturm dalan 

an Pengecer 

sanakan pengadaan dan peryaluran pupul 
an yang ditetapkan oleh Distributor berdasaran 

at jenis. tepat jurlah, tepat harga tepat tempat 
atu di Lini IV kepada petarni dan/atau kelompol 

pat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dani 
unjuknya 

apat melakukan penjualan pupuk bersubsidi du 
tani, di wlaryah kerja yang menjadi tanggung 

ai legalrtas usaha dan merilli gudang pelayanaf 
menjadi wla yah kerjaya 
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e Pengecer resmi 
Celuller / Hand P 

f Pengecer wajbr 
melalui SMS Ce 
penyaluran, sel 
bentuk laporan s 

Produsen atau distr 
kecamatan / Desa c 
yang diajukan oleh l 

(1) Biaya penyaluran f 
dibebankan kepada 

(2) Besaran biaya seba 

terpuh 

emnpunyai sarana komurkasi Telephon, Telepon 
P) 

kan setiap transaksi peryaluran pupuk bersubsidi 
ngawasan pupuk paling lambat 24 jam setelat 
ditindaklanjuti dengan laporan tertulis engan 

ana tercanturn dalamn Lamnpiran tit Peraturan ini 

Pasal 6 

lamn meryalurkan pupuk bersubsidi kepada setap 

tiap bulannya didasarkan atas rencana kebututan 
bupaten dan ketahut oleh KP3 

Pasal 7 

arsubsidi dani distributor sarpai pengecer resmi, 
, 

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan para 

BAB IV 

F UKAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 

(1) Pupuk bersubsidi 
a Petani yaitu pe 
b. pekebun yatu 

ternak 

(2) Pupuk bersubsidis 
bagi perusahaan to 

( Kebutuhan pupuk 
benimbang, spesif 
alokas+ anggaran s 

(2) Penghitungan sebr 
atau kelompok ta 
Kebutuhan Kelon 
peryuluh pertania 

ukkan bagi 
i, jagung. kedelai kacang tanah dan ubi kayu 
tebu, kapas dan tanaman hijau - hiauan pal.an 

mana dimaksud pada ayat (1), bidak diperuntukkan 
pangan, hortikultura dan perkebunan 

BAB V 

HIT UNGAN KEBUTUHAN 

Pasal 10 

sidi dihitung sesuai dengan anjuran permupuan 
asi dan standar teknis dengan mempertimbang#an 
puk, 

a dimalsud pada ayat (1) dilalukan oleh petanu 
l atau pekebun berdasarian Rencana Definitf 

DKK) yang disetujui oleh petugas teknis atau 

' ; 
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(3) Penghtungan kebu 
oleh setiap desa 
disahkan oleh Car 

(4) Perincian kebutuh 
pupu, jumlah dan 

(5) Penyusunan RDKK 
jawab Dinas Kabupt 

(6) Dalamn hal alokasip 
dan pekebun, ma 
ebutuhan pupuks 

(7) Dalam hal jumlah 
epada Pemerintah 
diusulk.an, maka pe 
secara proporsional 

(1) Kekurangan alokat 
sebagaimana dimna 
merindahk.an alok 

(2 Permindahan aloka 

Dalam hal aloikasi pup 
bidak mencuupi mal 

menyalurkan alokasi p 
berikutnya atu sis.a a 

dalamn 1 (satu) tahurt 

PENGA 

(1) Produsen berkewa 
penyediaan, penyal 
jawabnya 

(2) Produsen atau Dist 
pupuk bersubsidi se 

Perdagangan dan D 

ebagammana dimaisud pada ayat (2) didaisa0aan 
i jenis pupuk. jumlah dan alokasi tap bulan yang 

k bersubsidi setiap Kecaratan yang meliputi, jeis 

tiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

airmana dimnaksud pada ayat (2) menyadi tanggung 

ersubsidi tidak mencukupi kebutuhan selurut petani 

ntuk efrsiensi di«pniortaskan kepada pemenutan 
naman pangan 

bersubsdr yang diberiian Propinsi Jawa Tengan 
aten lebih kecl dani jumlah kebutuhan pupuk yang 
an alokasi ke tingkat kecamnatan / desa dilakukan 

p asal 1f 

tuhan pupuk bersubsidi disuatu wlayah tertent 
alam Pasal 10 ayat (7), akan dipenuhi dengan cara 
r wla yah 

kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupatr 

BAB VI 

IGAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 12 

rsubsidi di wila yah Kecamatan pada bulan berjalan 
s rekomendasi KP3 Kabupaten, distributor dapat 
di wilayah yang bersangiutan dani alokasi Dulan 
ulan sebelurmnnya sepanjang tidak melebihi alokasi 

BAB VI 

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

Bagian Pertama 
Pengawasan 

Pasal 13 

nelakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
Jan harga pupuk bersubsidi di wlayah tanggung 

r membenkan laporan pengadaan dan penyaluran 
peniodik kepada KP3 dan Dinas yang membidangi 
ng membidangi Pertaian 
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(1) KP3 wajib melaku 
penggunaan dan ha 

(2) Pemantauan dan P 
oleh Petugas Pen 
Tenaga Pendampin 

(1) KP3 wajib menya 
bersubsidi kepada f 

(2 Bupati menyampa 
bersubsidi kepadat 

(1 Untuk mengakom 
pupuk bersubsidi e 
Centre pada Din 
Jepara 

(2) Untuk mengakome 
realisasi dan per 

melalui SMS Ce 

Jepara 

(1) Untuk pengendal 
pupuk oleh petat 
cara menggunaka 

(2) Kartu register set 

yang diketahut ol 

(3) Pengecer resmi 
jumlah kebutuhat 

Jika distributor atau f 

pupuk bersubsidi, mal 
rekomendasi kepad. 
penunjukan sebagai di 

Pasal 14 

emantauan dan pengawasan terhadap penyaluran 
upuk bersubsidi 

vasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 
i Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) an 
lasyarakat (TPM) 

Bagan Kedua 
Pelaporan 

Pasal 15 

an laporan pemantauan dan pengawasan pupuk 

poran hasil perantauan dan pengawasan pupuk 
1ut 

Pasal 16 

engaduan masyarakat terkait dengan jalur dirstnibusi 
rodusen, Distributor dan Pengecer telah dibuka SMS 

ndustnan, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 

pengaduan masyarakat terkait dengan kebutuhan, 
han distribusi pupuk bersubsidi dapat disarpaikan 
ada Dinas Pertanian dan Peternaan Kabupaten 

Bagian Ketga 
Pengendaban 

Pasal 17 

busi pupuk dirtingkat petani diberlakukan penebusan 
petani yang dikoordinir oleh kelompok tani dengan 

register 

ana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh KP3 
ggi dan petugas penyuluh 

embuat dattar petani / kelompol tani, luas latan dan 
Ji wilayah kerjanya. sebagai kontrol distribusi 

Pasal 18 

r melakukan pelanggaran didalam pendistnbusian 
dapat mencabut sin yang dimihki dan memberikan 

-pihak yang berwenang untuk mencabut ii 

r/pengecer 
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BAB VIL 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Hal-hal yang belum diatur dalamn Peraturan Bupati ini, sepanyang mengenai telnis 

pelaksanaan distribusi pupuk, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas 
Teknis terkairt 

Pasal 20 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap oarang dapat mengetahuinya, memenintahkan Pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2008 

UPATI JEPARA 
« 

, - 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

M EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 
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